
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAYANAN KEPEMUDAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ten tang Kep mudaan, 
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan 
pelayanan kepemudaan di daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah 

abupaten Tasikmalaya ten tang PeJayanan Kepemu daan; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Be rita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) , sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ten tang Kepemudaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5067); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 ten tang 
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, 
serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5238); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 ten tang 
Susunan Organisas', Personalia dan Mekanisme Kerja 

Lemb ga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 151, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 5444); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Sarat Nomor 8 Tahun 20 16 
ten tang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Serita aerah 
Provinsi Jawa Sarat Tahun 2016 Nomor 8); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya om or 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan rod k Hukum 

aerah (Lembar Daerah Kabu at n Tasikmalaya 
Tahun 20 16 omor 1); 

9 . Perat ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 entang Uru an Pemerintahan yang menjadi 
Ke enangan Pemerintah Kabupat n asikmalaya (L mbaran 

aerah abupaten Tasikmalaya ahun 20 16 Nomor 3 ); 

ngan Pers tujuan ers 

DEWA PERW KILAN RAKY T DAERA KASUPATE TASIKMALAYA 

dan 

SUPATI T SIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN. 

SAS I 
ETE TUA MUM 

8agian Kesatu 

engertian 

PasaJ 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Supati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Supati sebagai un sur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 

6. Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah reneana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting 
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga 
pUluh) tahun . 

8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, 
tanggungjawab, hak, karak er , kapasi as, ak ualisa i diri dan cita-cita pemuda. 

9. Peran serta epemud an adalah par isipasi kepemudaan ang bermanfaat 
dalam dinamika sosial kemasyarakatan. 

10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan 
pe gem angan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan p muda. 

11. Peny daran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan 
me yikapi peru bahan lingkung 

12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran 
aktif pemuda. 

13. Peng m bangan Kepemimpinan Pe uda adalah kegiatan mengembangkan 
pote si ketela anan' keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 

14. Pengembangan Kewirausahaan m a adalah tan mengembangkan 
poten i kete ampilan an kern irian b u saha. 

15 . Pengem bangan Kepelopo muda adalal1 egia tan ng mbangkan potensi 
dalan1 mer' is jalan, melakukan terobosan , m njawab tantangan dan 
memberikan jal keluar a as berbagai masalah. 

16. Lembag Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanj u nya dising at LPKP 
adala lembaga yang di bentuk oleh pemerintah aerah untuk me dukung 
pengembangan irau sahaan em uda guna m mperoleh ses per odalan. 

17. Kemitraan adalah kerja ama u ntuk membangun potensi pemuda dengan 
prinsip s ing membutu hkat , saling m mp rkuat dan saling m ngu ntungkan . 

18.0rganisasi kepemudaan adalah wadah pe gemb gan potensi em uda yang 
berdomisili dan beraktivita di Ka b p ten Tasikmalaya . 

19. Penghargaan adalah pengakuan a tas pre sta si dan / atau jasa di bidang 
kepemudaan y g diwujudkan dalam bentuk materil dan/ a ta u non materil. 

20. Ma syarakat adalah Warga egara Indone ia yang mempunyai perhatian dan 
peranan dalam bidang k em daan. 

21. Prasarana Kepemudaan dalah tempat ata ruang termasuk lingkungan yang 
dipergunakan untuk peJayanan kepemudaan . 

22 . Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan 
untuk peJayanan kepemudaan. 

Bagian Ked ua 
Asas 

PasaJ 2 

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas: 
a . Ketuhanan Yang Maha Esa; 
b. kemanusiaan; 



c. kebangsaan; 
d . kebhinekaan; 
e. demokratis; 
f. keadilan; 
g. partisipatif; 
h . ke bersamaan; 
I. kesetaraan; dan 
J. kemandirian. 
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Bagian Keti a 
aksud dan Tujuan 

Paragraf 1 
Mak ud 

P sal 3 

Pelaya an kepemudaan dim { udkan dalam rangka mengembangkan dan 
mewujudkan potensi pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri, h d dan 
bertan ~ungjawab dalam pembangun daerah saa ini dan masa mendatang 
sesuai r' , tanggungjawab dan hak pe uda berdasarkan kete ltuan peraturan 
perundang- undan an. 

ar raf 
juan 

sal 

Pelayanan k emudaan bertujuan unt k: 
a. menyelanggar an penge b ngan dan perwujudan potensi pemuda ; 
b. mew judkan emuda y g mandiri, handal dan bertanggu n 'awab; 
c . melakuk embinaan kepad emuda; dan 
d. mewuju kan koordinasi pelayanan kepemudaan seca ra terpadu. 

Bagian Keempat 
u ngsi, Karakteri tik, Arah dan Strategi 

Par graf 1 
ung i 

Pa al 5 

Pelayanan kepemudaan berfu gsi melaksanakan pe yadaran, pemberdayaan dan 
pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda 
dalam segaJa a spek kehidupan berma yaraJ<at, berbangsa dan bernegara di 
Daerah. 

Paragraf 2 
Karakteristik 

Pasal6 

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu 
memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria serta 
memiliki sifat kritis , ideaJis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan fu turistik. 
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Paragraf 3 
Arah 

Pasal 7 

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: 
a. menumbuhkan patriotisme, dinarnika, budaya prestasi, dan semangat 

profesionalitas; 
b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda untuk membangun dirinya, 

masyarakat, kabupaten, provinsi, bangsa dan negara. 

Paragraf 4 

Stra tegi 

Pa al8 

(1) Pelaya an kepemudaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 hu ruf a 
dilaku kan melalui st ategi: 
a. eJ negara; 
b. kompetisi dan apresiasi pemuda; 
c. p n in katan dan perluasan me eroleh peluang kerja sesuai p ten si dan 

k ahlian yang dimiliki; an 
d. pemberian kesempat yang sarna untu k berekspresi, beraktivitas dan 

b ror a e uai den an ke en tuan peraturan perundang-u ndangan; 
da n 

e. h' lla i se uai eten an e at ran perundang-undcu15CLl1 
(2) Pelay an kepemu aan se agaima dimakS d d arn asal 7 hu r f b diJa­

kuk melalui strategi: 
a. pe ingkatan kapasita s d kom etensi pemuda ; 
b. pe darnpingan pemuda ; 
c. perl as ke empatan m peroleh dan meningka an p idikan serta 

keterarnpilan; 
d. penyi pan ka er pemuda alam melaksanakan fu ngsi dvok si dan mediasi 

yan dibutuhkan lin k nganny . 

BAB Il 
RU G INGKUP 

Pa sal 9 

Pelayanan kepemudaan mencakup: 
a. penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, 

kewirausahaan, dan kepeloporan pemud a; dan 
b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. 

BAB III 
PERENCANAAN 

PasallO 

(1) Bupati menyusun rencana kepemudaan dalam 
perencanaan pembangunan 

pelayanan 
daerah sesuai ketentuan 

perundang-undangan, meliputi: 

dokumen 
peraturan 
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a. Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, 
terarah, terpadu , berkesinambungan dengan memperhatikan arah 
pembangunan nasional dan provinsi di bidang kepemudaan, karakteristik 
pemuda daerah, serta perkembangan dan perubahan lingkungan. 

Pasal 11 

(1) Bupati menetapkan reneana penyadaran , pemberdayaan, dan pengembangan 
kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda serta organisasi 
kepemudaan dan /atau komunitas kepemudaan di Kabupaten Ta sikmalaya 
yan g dimuat dalam reneana strategis Perangkat Daerah. 

(2) Pene pan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada eneana Pembangunan J angka M nengah Daerah serta harus selara dan 
sinergi ' dengan reneana strategis pemerintah provinsi dan pemerintah pu sat. 

Pa al 12 

(1) Peran gkat Daerah yang m m bidangi kepemu aan dan Perangkat Daerah terkait 
meny su dokumen erencanaan stra tegis Perangkat Daerah yang memuat 
rene a pe yadar , pemberda aan, dan p ng mbangan k pemimpinan, 
kewir u sahaan , e elo or pe uda serra or an 'sa i epemudaan 
dan/ a tau komunit s kepemudaan ebagaim a d ' aksud alam asal 11 
sesuai k wenangan berdasarkan k ten tuan p a tu an peru dang-u n angan. 

(2) Pemua tan re cana penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan 
kepe i pinan, kewir u sahaan, dan kepeloporan pemu a serta rganisasi 
kepemu aan dan/atau komunitas epemudaan daJam dokum n perencanaan 
strate is Perangkat Da rah pada ayat (1 ) berkoordinasi deng erangkat 
Daerah y g membidangi kepemudaan . 

Pa saJ 13 

(1) Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaim . a dimaksud dalam 
Pa sal 12 Perangkat Daerah yang membidangi kepe udaan dan Perangkat 
Daerah terkait melakukan: 
a. inventarisasi dan identTkasi minat, baka t serta potensi pemuda; 
b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana 

kepemudaan secara proporsional; 
c. pengkajian; dan 
d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis seeara berjenjang 

dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan pemerintah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dalam perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BABrv 
PELAKSANAAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal14 

Bupati menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kepemudaan sesuai fungsi, karak­
teristik, arah, dan strategi kepada: 
a. pemuda; dan 
b. organisasi kepemudaan dan /atau komunitas kepemudaan. 

Pasal 15 

(1) Peran at Daerah yang membidangi kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait 
me aks akan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 14 
s , ua i dengan rencana strategis Perangkat Daerah. 

(2) Pe aksanaan pelayanan oleh Perang a t Daerah terkait sebagaimana d i (sud 
pada vat (1 ) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang me bidangi 
kepem daan. 

Bagian Kedua 
Pelayanan Kepemimpinan, ewirausahaan, dan ' p opor 

aragraf 1 
U u 

Pasal 16 

emu a 

Pelaksanaan pelay an kepemimpinan, ke irau ahaan , dan kepeloporan pemuda 
dilakukan melalui fasilitasi: 
a . penyadaran; 
b. pemb rdayaan ; dan 
c. pengernbangan. 

Paragraf 2 
Penya aran 

Pasal 17 

(1) Pe1ayanan penyadaran ke ada pemuda dil san an ntuk memberikan 
penyadaran dalam: 
a. menghadapi dan mengurangi esiko dampak perubahan so sial; dan 
b. mernbangun kepeloporan pel ud' . 

(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan rneJalui; 
a. pendidikan agama dan akhlak muJia; 
b. pendidikan wawasan kebangsaan; 
c. penurnbuhan kesadaran rnengenai hak dan kewajiban dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
d. penumbuhan semangat bela negara; 
e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; 
f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan /atau 
g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang. 
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Pasal18 

(1) PeJayanan penyadaran kepada pemuda diselenggarakan kepada perseorangan, 
organisasi kepemudaan dan j atau komunitas pemuda. 

(2) Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. organisasi kepemudaan dan / atau komunitas pemuda pelajar, santri atau 

mahasiswa; dan 
b. organisasi kepemudaan dan/ atau komunitas pemuda non pelajar, non 

santri atau non mahasiswa. 
(3) Pelayanan pen adaran pa a p map seo gan, organisasi kepemudaan 

dan/atau komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dan ayat (2) 
huruf a , dilakukan dalam kegiatan lembaga pendidikan dan di luar lembaga 
pendidikan. 

(4) Pelayanan penyadaran kepada pe uda, organisasi kepemudaan dan/atau 
komu nitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) h ur f b, 
dil k kan dalam kegiatan pemerintahan . 

(1) Pelayan' pemberda an 
men mbuhkem angkan 
pemuda di Daerah. 

Paragraf 2 
Pemberdayaan 

Pasal 19 

epada 
pemim ina, 

pemuda 
k ira 

dil 
aan, 

s ak untuk 
dan kep loporan 

(2) Pelay an pemberd yaan ke ada pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap per rangan, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas 
pemuda . 

(3) Pember ayaan sebagaimana di ud p da ayat (1) dilakukan melalu i: 
a. pe ingkatan iman dan ta kwa ; 
b. pe ingkatan ilmu penget uan dan teknologi; 
c. penyelenggaraan pe didikan bela negara dan ketahanan n sional; 
d. peneauhan kemandirian ekonomi pemuda; 
e . peningkatan kualita s jasmani, sen i, dan budaya pemu da; ani atau 
f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. 

Paragraf 3 
P ngembangan 

Pasal 20 

(1) Pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda, dilakukan d engan 

mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan 
pemuda dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, 
menumbuhkembangkan jiwa patriotisme sesuai kebutuhan Daerah. 

(2) Pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan melalui: 
a. pendidikan; 
b. pelatihan; 
c. pengaderan; 
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d. pembimbingan; 
e. pendampingan; dan/atau 
f. forum kepemimpinan pemuda . 

PasaJ 21 

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai: 
a . minat, bakat, dan potensi pemuda; 
b. potensi daerah; dan 
c. arah pembangunan nasionaJ. 

(2) Perangkat Daerah yang m mbi angi pe a elaksan an pelayanan 
pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ya t (1), melaJui: 
a. pene! suran dan identifikasi terhadap mina t, baka , serta poten si pemuda; 
b. pemet an potensi lingkungan dan daerah, serta per embangan ekonomi. 

(3) Berda arkan hasil penelusuran , identifikasi dan pemetaan sebagaimana 
di ' k sud pada a a t (2) Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang 
ke em daan melaksanakan pelayanan pengembangan kewirausaha aJam 
bentuk: 
a . peJatihan; 
b. p magangan; 
c . pembimbingan; 
d. pen ampingan; 
e. kemitraan; 
f. prom s '; dan 
g. bantuan akses ermo 

PasaJ 22 

Pelayan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaim a dim sud daJam 
PasaJ 21, terintegrasi dengan progr kewira ahaan. 

(1) Bupati membe tuk ink 
mendukung pengembang 
PasaJ 2l. 

P saJ 23 

bator kewirausahaan pe uda aJam rangka 
kewirau sahaan ebagaim a dimaksud dalam 

(2) Inkubator kewirausaha pemuda sebagaimana dim sud pada ayat (1) di 
bawah koordinasi Peran ka t Daerah yang memi iki ur san di bidang usaha 
mikro. 

PasaJ 24 

(1) Pelayanan pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk: 
a. mendorong kreativitas, inovasi, dan keberanian me!akukan terobosan; 
b. mendorong kecepatan pengambilan keputusan daJam memahami dan 

menyikapi perubahan lingkungan strategis; serta 
c. mencegah dan menangani risiko . 

(2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosiaJ, 
budaya, agama serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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(3) Bentuk pelayanan pengembangan pemuda pelopor meliputi: 
a. bimbingan dan pelatihan; 
b. pendampingan; dan 
c. penyeJenggaraan forum kepemimpinan pemuda. 

PasaJ 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelayanan kewirausahaan, 
kepeloporan, dan kaderisasi pemuda dia tur dengan Peraturan Bupati. 

g' eti 
Pel yanan Kepemudaan kepada Organisasi p mudaan 

dan/atau Komunitas Ke emudan 

PasaJ 26 

(1) Petru sanaan pelayanan kepemudaan kepada organisasi kep mu aan 
d / tau komunitas kepemudaan . akukan daJam bentuk: 
a. em berda aan; dan 
b. engembangan. 

(2) Pelayanan pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan dan/atau OJ unitas 
kepe udaan sebagaimana imaksud pada ayat (1) h ruf a, dilak anakan 
daJam b ntuk: 
a. penin atan pem gsaan dan b ya 10kaJ; 
b. p ningkata n kuaJitas 0 ganisa i; dan 
c. k deri asi. 

(3) Pelay an pengem ban an ke ada organisasi kepemuda dan/ atau komunitas 
kepemudaan sebagaim a dimaksud pada ayat (1) hur [ b, dilaksanakan 
dalam bentuk: 
a. pc buhk mbang kc irian organisasi; 
b. pen damp ingan endi ian dan p em bc tu an; 
c. pe gembangan kapa -ita ; dan 
d. pendampingan kemitraan. 

(4) Pendam ingan endirian dan pembentukan sebagai ana dimaksud pada 
ayat (3) hu ru b dap t dilaksanakan untuk kelompok kreatif kepemudaan. 

PasaJ 27 

(1) Pelayanan kepemudaan s bagaimana dimaks d dalam Pasal 26 diberikan 
kepada organisasi kepe udaan dan/ tau organisasi kepemudaan yang 
memenuhi persyaratan. 

(2) Persyaratan organisasi kepemud an dan / atau komunitas kepemudaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a . dibentuk oleh pemuda; 
b. dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, idelogi, minat dan 

bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

c . dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran, kemahasiswaan dan 
kepesantrenan. 
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d. berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan 
daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, 
kewirausahaan dan kepeloporan; dan 

e. memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan 
keuangan , anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kelengkapan 
lain yang dibutuhkan. 

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dapat melakukan 
pendarnpingan dalam pemenuhan persyaratan pembentukan organisasi 
kepemudaan dan /atau komunitas kepemudaan sebagaimana dimal<sud pada 
ayat (2). 

Pasal 28 

(1) Perang at Daerah yang memiliki urusan di bidang kepemud an melakukan 
invt' l tari asi organisasi kepemudaan dan/atau komun itas kepemudaan. 

(2) Kete tuan lebih lanjut mengena i inventarisasi organisasi kepemu aan 
dan l tau komunitas kepemudaan d'atu r dengan Pera turan Bupati. 

Bagian Keempat 
Fasilitas Pras ana dan Sarana 

Pasal 29 

(1) Bup ti menyediakan fasi i as pe a anan ke ud an dalam b ntuk pra sarana 
dan arana penunj g ia t ke em a 

(2) Peny diaan fasilitas pelayanan epemu an dal bentuk rasarana dan 
sarana sebagaimana dimaksud pa a ayat () apat bekerja sarna dengan 
organis si kepemuda dan / t komunitas kepemudaan ser a mas arakat. 

Pasal 30 

(1) Prasarana kepemudaan s b 'm na dimal{sud dalanl Pasal 29, meli uti: 
a. se tr' emberdayaan emud ; 
b. koperasi pemuda; 
c. pondok pem da; 
d. gelanggang emuda atau remaja atau santri atau mahasiswa; 
e. pusat pe didikan dan pe!ati an; dan 
f. prasarana I 'n yang di erl kc bagi pelayanan kepemudaan. 

(2) Sarana kepemudaan seb gaimana dim sud alarn Pasal 29 terdiri a tas 
peralatan dan perlengka an y g digunakan u tuk menunjang prasarana 
kepemudaan , sehingga dapat di an aa tkan secara optimal. 

(3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dapa t dilaksanakan secara bertahap sesuai kemarnpuan 
keuangan Daerah. 

Pasal31 

Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kepemudaan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan dan /atau dikoordinasikan 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan. 
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BABV 
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR 

Pasal 32 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, 
kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan dilakukan 
koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan. 

Pasal 33 

Koordinasi strategis lintas se tor sebagaimana dimak ud dalam Pasal 32 dapat 
meliputi: 
a . program sinergis anta rsektor dalam hal penyadaran, pem erdayaan, serta 

pengembangan kepemimpinan , kewirausah aan, dan kepeloporan Pemuda; 
b. kaj ian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan 
c . k gi' tan mengata si dekadensi moral, pengangguran , kemiskinan, dan 

kekera san, serta narkotika, psikotro ika , dan zat adiktif lainnya. 

Pa al 34 

Program sinergis tarsektor dalam hal pe y daran, 
pengembano-an kepe i p ' an, kewirau sahaan , dan 
sebagaimana dim ( d dalam Pa 'al 3 u ruf a apa me ' 
a. peni gka angka artisipas ' Pemuda melalui 

nonD rm ; 
b. penin katan jenjang pendi ikan sekolah Pemuda; 

pemberdayaan , serta 
kepeloporan emuda 

ti: 
en i i a n D rmal dan 

c. peningkatan penyadaran 
keba g aan dan bela neg 

emu a melal ' endidikan agama , awasan 
a, kebudayaan, teknologi, krea tivitas, inovasi, dan 

karakter ebangsaan; 
d. peningka tan kemu dahan aks s pendi ' i a n emu a ang m rah dan 

berku litas sampai dengan di pedesaan sert daerah te pencil; 
e. peningkat' daya aing irausaha emuda; 
f. peningka tan partisipasi emuda dalam pengembangan kepeloporan ; dan 
g. peningkatan partisi asi Pemuda dalan1 pengembangan epemimpinan. 

Pasal 35 

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordina i strategis lintas sektor 
penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dibe tuk Tim Koordinasi . 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dim ksud pada aya t (1) dibentuk oleh Bupati. 
(3) Fungsi dan tugas, susunan organis i, personalia, dan mekanisme kelja Tim 

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan 
pelayanan kepemudaan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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BAB VI 
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 

Pasal37 

(1) Bupati dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda dalam 
rangka mendukung pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l. 

(2) Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berbentuk unit pelayanan teknis pada Perangkat Daerah yang 
memiliki urusan di bidang usaha mikro atau bentuk lain sesuai ketentuan 
peraturan peru ndang-undangan. 

Pas 38 

(1) L m baga permodalan kewirausahaan pemuda berfungsi memfasilita si akses 
permodalan bagi pemuda wirausaha pemula untuk mulai menjalankan usaha. 

(2) Fa ' Uitasi akse. permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada pem uda wirausaha yang telah memperoleh pelayanan pengembangan 
kewi a ahaan se bagimana dimaksu d dalam Pasal 2 1. 

(3) Akse' ermodalan kepada pemuda wirausaha dapat melalui lem aga dana 
berg lif. 

(4) Fasilitasi akse ermodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diberikan sam ai pemuda wira aha a ak memperoleh permodalan 
dari lembaga p rmodala . 

(5) Keten tuan lebih lanjut mengenai lem aga per od I ewirausah an pemuda 
diatur dengan Pera turan Bupati. 

B B VII 

PERAN MASYARA T,ORGANI I K EMUD ,0 N DUNIA U AHA 

Pasal 39 

Masyaraka , 0 ganisasi kepem daan dan/ tau komunitas epemudaan , dan dunia 
usaha mempunyai tanggu ngjawa b, hak' dan kewajiban u n tuk ber eran dalam 
melaksanakan fasilitasi elayanan kepemudaan. 

Pasal 40 

(1) Peran masyarakat dalam melaksanakan fasilita s' pelayanan kepemudaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bent uk: 
a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan; 
b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang 

merusak; 
c . usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;. 
d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, 

kewirausahaan, dan kepeloporan; 
e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan pemuda; 
f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

kepemudaan; 
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g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, seni, 
dan soJidaritas sosial di kaJangan pemuda; dan 

h. fasi litasi pendanaan pelayanan kepemudaan. 
(2) Peran organisasi kepemudaan dan / atau komunitas kepemudaan dalam 

fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
dilaksanakan dengan: 
a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan; 
b. usal1a penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang 

merusak; 
c. usaha pemberdayaan pemu a ses ai den an tuntu tan masyarakat; 
d. fasilitasi pelatihan pemuda alam e gemban an kepemimpinan , 

kewirausahaan, dan kepeloporan; 
e. fa ilita ' keter ediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

epemudaan; dan 
f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, seni, 

d 1 solidarita s so sial di kalan an pemuda; dan 
(3) Pelaks naan peran masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagaimana 

dimaksu d ada ayat (1) dan (2) h u bersinergi dengan rencana peJayanan 
kepemu daan yang tercantum dalam rencana strategis Perangka Da rah . 

a al 41 

(1) Peran du nia us dalam fasili ta si pelayan pemudaan seba aimana 
dim dal Pas 4 dilak an an d am pengem ban kep 1 poran dan 
kewir u sahaan. 

(2) Fasilita i pengembangan kepeloporan p m seb 'mana dim ' d pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui peny Jenggaraan program t ggungj w b sosial 
dan lingkungan perusahaan atau Corporate S cial Respon ibility (C R) serta 
progr m kemitraan dan bina l"ngk ngan esuai dengan te t peraturan 
perund g-undangan. 

(3) Fasilit si p ngemban 'an kewirausahaan pemuda sebagai an 
ayat (1) dilaks akan dalam bentuk : 
a. peng -mbangan umber daya manusia; 
b. pemberian bantuan manajemen; 
c. pengalihan teknolo i dan du un an te I1lS ; 

d . perluasan akses pasar; 

aksud pada 

e. pengembanganjaringan kern ' raan pe uda 10 al dan nasional regional; dan 
f. penyediaan akses info masi, akses peJuang u saha, dan akses penguatan 

permodalan. 

(1) Bupati dapat 
kepemudaan 
kepemudaan. 

BAB VIII 

KEMITRAAN DAN KERJASAMA 

Bagian Kesatu 
Kemitraan 

Pasal42 

melaksanakan kemitraan berbasis program dalam peJayanan 
dengan organisasi kepemudaan dan / atau komunitas 
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(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi 
manfaat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Bupati. 

PasaJ 43 

Bupati da pat memfasilitasi terselenggara kemitraan secara sinergis antara pemuda 
dan /ata u organisasi kepemudaan dengan dunia usaha. 

Pas 44 

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan Perangkat 
Daerah terkait melak anakan k mitraan dan fasilita i kemitraan se bagaimana 
daJa Pa·al 36 dan Pasal 37. 

(2) Kemi · aan dan fasilita si kemitraan yang dilakukan oleh Perangka t Daerah 
terkait sebagaimana dimaksu d pada aya t (1) , dilaksanakan secara terkoordinasi 
de Perangkat Daerah yang membi angi urusan kepemudaan. 

Bagian Kedua 
Kerja Sarna 

Pa al45 

(1) Bupa ti e ge bang kerja s a da arn rangka an ep mudaan 
sesuai ketentuan p tur eru ang-u an. 

(2) Kerja sarna sebagai ana dimaksud pada ayat ( ) dapat dilaksanak dengan: 
a . Pemerin tah Pusa t; 
b. Pemerintah Daerah rovi si; 
c. Pem rintah Daerah Ka bupaten/Kota lain; 
d . Pem f ah e a ; 
e. or anisasi kepemud an dan /ata u komu ·ta ke emuda 
f. lembaga pendidikan; 
g. lem aga survey dan e elitian; 
h. badan usaha; 
i. Jembag s adaya masy akat; dan 
J. masyaraka t. 

(3) Bentuk kerja S3.1na s bag ·mana dim aksud pada ayat (2) meliputi: 
a. bantu an pendan an; 
b. bantuan tenaga ahli; 
c. bantuan prasarana dan saran a; 
d. bantu an pendidikan dan pelatih n ; dan 
e. kerjasarna lain di bidang kepemudaan . 

BABIX 
SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN 

PasaJ 46 

(1) Bupati membentuk sistem informa si peJayanan kepemudaan yang terintegrasi 
dalarn sistem informa si Pemerintah Daerah. 
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(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: 
a. rencana pelayanan kepemudaan; 
b. potensi pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader dan 

organisasi kepemudaan dan / atau komunitas kepemudaan; 
c. data pemuda, pemuda pelopor, wirausahan muda, pemuda kader, prestasi 

pemuda dan organisasi kepemudaan dan/ atau komunitas kepemudaan; 
dan 

d. prasarana dan sarana kepemudaan. 
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, urusan peren­

canaan pembangunan, ser a urusan komunika i dan informatika melaksa­
nakan pembentukan sistem informas ' pelayan kepemudaan . 

BAB X 
PENGHARGAAN 

Pa'al47 

(1) Bupa ti memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan 
dan / atau komunitas kepemudaan, lembaga pemerin tah / swasta, badan saha, 
masyar at dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berj sa dalam 
pember ayaan penge bangan emuda. 

(2) Peng arg seb g 'mana dim sud pada ayat (1) dapat b rbentuk 
penghargaan , be siswa, asuransi, dan/atau en k e gh aan la innya yang 
bermanfaat. 

(3) Kete tuan mengenai 
Peratu ran Bupati. 

ekan' me pemb r 'an pengh ga 

BAB XI 
PENDANAAN 

Pasal 4 

iat r dengan 

(1) Bupati m ngalokasi an p dana n tuk pelayanan kepemud dan lembaga 
permodal kewirausahaan pemuda berdasar an prinsip er ecukupan, 
proporsi nal dan erkelanju an. 

(2) Pengalokasian dana u ntuk pelay 
pada ayat (1) bersumbe dari : 
a. APBD; dan 

kepe udaan sebag 'mana dimaksud 

b. sumber lain yan sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-u dangan. 

(3) Pengalokasian dana untuk Ie baga p rmodalan kewirausahaan pemuda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar pengalokasian dana untuk 
pelayanan kepemudaan. 

Pasal 49 

Pengeloiaan dana pelayanan kepemudaan dan pengelolaan dana permodalan 
kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan pada 
prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB XII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

PasalSO 

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap 
pelayanan kepemudaan dan fasilitas pelayanan kepemudaan sesuai 
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 
melibatkan peran serta masyarakat. 

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap fasilitas pelayanan 
k epemudaan dilaksanakan oieh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
kepemudaan terdiri atas sosialisasi J pemantauan J e alu ' J dan peiaporan. 

(3) Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengkoordinasik pelaksanaan 
pembinaan, pengawa an, dan eng nd ian pela anan ke emudaan yang 
dilak anakan oleh Perangkat Daerah terkail dan Instansi Vertikal i Kabupaten 
Tasikl alaya. 

BA III 
KETENTUAN NUTUP 

Pasal 51 

Peraturan pelaksanaan dari Pe turan aerah ini arus ditetapkan paling lambat 1 
(satu) tahun terhitung sejak eraturan Daerah i i diundang an. 

Pasal 52 

Peraturan Daerah ini mu ai berlaku pada tan C1 diunda gkan. 

Agar seti p orang dapat men etahuinya, memerintahkan pen undang 
Daerah ini dengan penempatannya d em aran Daerah 
Tasikmalaya. 

Peraturan 
K' bupaten 

Diundangkan di ingaparna 
padatan al 

JAWA BARAT NOMOR 2/65/2021 

D ' eta di' aparna 

.?\,9ada ~al 4 Juni 2Q2 1 
//q;, 

I 1 B U T I ALAYA, 

If * I ?"jl 'r-rr---

KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAYANAN KEPEMUDAAN 

Genera si muda mempunyai peran penting sebagai seorang revolusioner 
sosial di tengah masyara ka karena pemuda diangga mempunyai 
ke am uan yang lebih, semangat besar, daya saing yang tinggi dan daya pikir 
. an cepat serta fisik yang masih gesit. 
P muda memiliki potensi ekstra ibandingkan dengan keJompok-kel mpok 
masyarakat yang lain. Dapat dikatakan memiliki potensi ekstra k ena 
per u da meruPakan bagian dari kelompok usia yang sanga t produktif, baik di 
bidcill sosial kemasyarakatan, politik , seni hingga ekonomi. 

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang b rfungsi 
me yadarkan , emberday an dan engemb gkan p ten si pemu da dalam 
bidang kepemi i kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan 
kepemu daan . em an kan esuai gan arakteristik p mu a yang 
me iliki semanga ju . fat iti id is , inovatif, pro resif, d inamis, 
reformis dan futu ristik tanpa men' nggalkan ar udaya ban sa Indonesia 
yang tercermin dalam kebhine alunggalikaan. T bij strategi 
pemberdayaan kepe d mempunyai tuj uan yang jela untuk 
memperkuat ketahan nasional dengan mewujudkan pemuda 1 donesia 
yang b rwawas kebangsaan , cerda , te amp ' , kreatif, memili i daya saing 
dan berahlak m ulia. S trategi tersebut ilakuk berupa pemberdayaan 
gener' si muda yang dilaksanakan secara terencan , enyelur h , terpadu, 
terarah dan berkelanju tan . U ah a pengem angan pemb r ayaan ini 
merup an program pembangu nan yang ersifat !intas sektoral dan 
menempa kan pemuda lebih sebagai subyek dan ada tingkat tertentu 
pemuda da a t berperan aktif dan Ie i produktif dalam membangun jati diri 
secara bertanggu ngjawab. 

Mengingat per pe .ting dan trategi tersebut, Pemerintah telah 
membuat kebijakan d gan menet pkan Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2009 ten tang Kepemuda n dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang 
terdiri dari penyadaran, pember a aan , dan pengembangan. Pemerintah 
Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
dengan menyelenggarakan peJayanan kepemudaan untuk mewujudkan 
pemuda yang mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan reguJasi dalam rangka 
menetapkan dan melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam bentuk 
pelayanan kepemudaan. 
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II. PASAL OEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jeJas 

Pasal2 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah 
bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda 
untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan 
kepercayaan yang berdasarkan tu an Maha Esa . 

Huruf b 
ang dimaks ud dengan "asa kemanusiaan" adalah bahwa 

pembangunan kepemudaan memberikan perlindun an dan 
penghormat hak-hak a asi manusia serta harkat dan marta bat 
setiap pemuda seCara pro or. ional. 

Hu ruf c 
Yang dimaksud deng "asas kebangsaan" adalah bahwa 
pem a ngunan kep mudaan menumbuhkan sem gat keb ngsaan 
dan nasion ali me i ang mu a serta menjamin u tuhnya 
Negara s tuan Repub i In 0 esia. 

Huru d 
Yang d i aksud deng "asas e inek an" adalah bahwa 
pembang an ke e udaan memperha tikan keragaman penduduk, 
agama, suku, gol ngan, kondisi khu sus daerah, dan budaya, 
khu su snya g men gkut rna ah da lam kehidupan 
bermasyarakat, berb gsa, dan bernegara. 

Hu ru [ e 
Yang d imak u dengan "asas demo a tis" a alah bahwa 
pembangunan kepemu aan menghidu pkan dan menumbuh­
k m angk semangat musyawarah un uk mufakat, 
keg ton royo ga n, serta kom peti i sehat alam memecahkan 
perma salah d m ncarijalan keluar terh dap permasalahan yang 
dihadapi p muda . 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan "asa keadilan" adalah bahwa pembangunan 
kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan 
kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya. 

Hurufg 
Yang dimaksud "asas partisipa tif" adalah bahwa pembangunan 
kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam 
kehidupan bermasyaraka t, berbangsa, dan bernegara. 
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Huruf h 
Yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan 
kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam peJayanan 
kepemudaan. 

Huruf i 
Yang dimaksud "asas kesetaraan" adalah pembangunan kepemudaan 
menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam peJayanan. 

Hurufj 

Pa ' 3 

Ya ng imaksud "asas kemandirian" adalah b wa pembangunan 
kepemudaan menumbuhka k mampuan pemuda untuk berdiri 
endiri dengan kekuatan sendiri tanpa b rgantung pada pih lain. 

Cukup jeJa 

Pa~al . 
Cu p jeJas 

Pasal 
ukupjeJas 

Pas. 6 
Cu k p j a 

Pasa l 7 
ukupjeJa 

Pasal8 
Cu ku 'ela 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasa! 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukup jeJas 

Pasal 15 
CukupjeJas 
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Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal17 
Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat(1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimak ud dengan lem baga pendid ikan adalah sekolah dan 
perguruan tinggi. 

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengem bangan 
pemuda dilakukan dalam egiatan iembaga pendidikan adalah uru, 
dosen, atau tenaga pendidik dan pendekatan pada orang tua peserta 
didik atau mahasiswa. 

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengem angan 
pemu da dilakukan alam kegiatan diluar lembaga pendidikan adalah 
melalui iemba a keagamaan , organisasi sosial kemasyarakatan 
lain ya. 

Aya t (4) 
Yang dimaksud penyadaran , pemberdayaan, dan pengembangan 
pemuda dalam ke iatan pemerintahan adalah 
penyelenggaraan penyadaran, pe ber ayaan, dan penge bangan 
yang dilaku oieh Pe erintah Daerah yang s cara op rasional 
menjadi tuga dan fungsi ina s dan in tansi terkait dengan 
kepemudaan . 

Pasal 19 
Cu up jela 

Pasal 20 

Ayat(1) 

Cukup j las 

Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan pendidikan kepemimpinan pemuda 
adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan 
m eningkatkan pengetahuan kepemimimpinan. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan pemuda 
adalah kegiatan s imulasi dan praktik untuk meningkatkan 
keterampiian kepemimpinan pemuda. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan pengaderan kepemimpinan pemuda 
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adalah proses pembentukan dan penyiapan kader 
kepemimpinan pemuda dalam berbagal bidang dan tingkatan. 

Pasal 2 1 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan pemuda 
adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan 
kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan pemuda 
adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan 
pemuda. 

Huruff 
Yang dimaksud dengan forum kepemimpinan pemuda adala h 
wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawa an 
kebangsaan pemuda . 

Cu pjelas 

Pas 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
u ku p jelas 

Pasa124 
Cu kupjelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cuku jelas 

Pasal 27 
Cukup jel s 

Pa sal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jeJas 

Pasal 32 
Cukup jelas 



Pasal33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal37 
Cuku p jelas 

Pasal 38 
ukup jelas 

P sal 39 
Cu kup jelas 

Pasal 40 
u kupjelas 

Pasal 41 
uk p jelas 

Pasal 42 
u kup jelas 

Pasa l 43 
Cukupjela s 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Cukup jelas 

Pasal46 

Ayat (1) 

23 

Yang dimaksud sistem informasi kepem udaan adalah layanan 
informasi yang men ajikan data dan infor si kepemudaan meliputi 
profil organisasi kepemudaan, pem uda, aktivitas kepemudaan, 
kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang 
dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal47 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang yang 
bermanfaat" adaJah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain 
pemberian rekomendasi , bantuan, dan subsisi untuk stimulus 
kegiatan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

PasaJ 48 

Ayat (l) 

Cukup j elas 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukup jelas 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" antara lain 
hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan. 

Pas 49 
Cu k pjelas 

Pas 50 
Cuk up je1as 

Pasa1 5 1 
Cu upjelas 

PasaJ 52 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LE BARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOM OR 2 


